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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
dalam permasalahan pajak berganda atas transaksi Murabahah pada Bank BNI Syariah Di 
Pangkalan Balai dan dampak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada dalam transaksi 
Murabahah pada Bank BNI Syariah di Pangkalan Balai.  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 
menggunakan critical review dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan 
menggunakan sistem pemungutan pajak Office assessment system dan menggunakan asas fungsi 
regulerend.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pajak berganda atas transaksi 
Murabahah sejatinya bukan merupakan pajak berganda, tetapi merupakan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang dikenakan atas produk pembiayaan Murabahah yang bila Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) tersebut dikenakan maka terjadi pengenaan pajak dua kali (double tax) dalam 
transaksinya. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya 
pemerintah justru malah membebani perbankan syariah dengan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), sedangkan dalam perbankan konvensional di bebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan industri perbankan syariah 
tidak akan mampu bersaing dengan perbankan konvensional hanya karena regulasi yang tidak 
adil. 
Kata kunci: Pajak Berganda, Syariah, Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Abstract 
This study aims to analyze the treatment of Value Added Tax (VAT) in multiple taxation 
issues on Murabahah transactions with BNI Syariah Bank at Pangkalan Balai and the impact of 
Value Added Tax (VAT) in Murabahah transaction at BNI Syariah Bank in Pangkalan Balai. 
Data analysis method used in this research is descriptive data analysis using critical 
review with qualitative approach, that is method which is done by using tax collection system of 
Office assessment system and using the principle of regulerend function. 
The result of this study is that the provision of Double Tax on Murabahah transaction is 
not a double taxation, but is a Value Added Tax (VAT) imposed on Murabahah financing products 
which, when the Value Added Tax (VAT) is imposed, there is double taxation (double tax) in the 
transaction. But this is not in line with the teachings of Islam where in its application the 
government actually burdening the sharia banking with Value Added Tax (VAT), while in 
conventional banking is free from the imposition of Value Added Tax (VAT). So it can lead to 
sharia banking industry will not be able to compete with conventional banking simply because of 
unfair regulation. 
Keywords: Double Tax, Sharia, Value Added Tax (VAT) 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu perkembangan dunia usaha yang luput dari perhatian pada saat 
penyusunan pembaruan UU PPN tahun 2000 adalah perkembangan ekonomi syariah. Heri 
Sudarsono (2013) Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (falah). Dengan kata lain falah 
berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan 
keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap 
memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma - norma. Sebagai konsekuensinya, 
diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga falah itu terwujud.  
Kepentingan ekonomi syariah yang berkembang awal tahun 1990an tidak terlihat 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 
tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan saat pengenaannya di lapangan. Salah satunya 
adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan murabahah 
pada perbankan syariah. 
Di mana dalam akad murabahah pada bank syariah terdapat permasalahan atas 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Transaksi murabahah yang mana transaksi ini terus 
dikaitkan dengan adanya pajak berganda. Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan 
sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Misalnya, pendapatan 
yang dikenakan PPh Final tetapi diperhitungkan lagi pada penghitungan Penghasilan Kena 
Pajak (PKP). Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan 
pajak, misalnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi penerimanya tetapi dapat 
dibiayakan pada penghitungan PKP.  
Permasalahan atas pajak berganda yang timbul dalam transaksi murabahah ini 
sangat disayangkan melihat tingginya tingkat pangsa pembiayaan murabahah pada 
perbankan syariah. Di mana, mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah sejauh ini 
didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli). 
 
Gambar 1.1 
Pangsa Pembiayaan Murabahah 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018, diolah. 
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Pada Gambar 1.1 dapat kita lihat pangsa pembiayaan murabahah pada tahun 2014 
sebesar Rp. 51,752 Miliar, 2015 sebesar Rp. 59,462 Miliar, 2016 sebesar Rp. 71,044 Miliar 
& tahun 2017 sebesar Rp. 90,706 Miliar dapat di lihat bahwa pangsa pembiayaannya 
mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pembiayaan 
murabahah memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pajak yang ada.  
Permasalahan pajak berganda di khawatirkan akan membuat minat terhadap 
pembiayaan murabahah mengalami penurunan dalam penjualan produknya. Hal ini sangat 
disayangkan mengingat target moderat bank syariah yang ditetapkan Bank Indonesia Rp 
97 triliun atau tumbuh 43% (Rian, 2011). 
Menurut Direktur UKM dan Syariah BNI Ahmad Baiquni, mengapa pemerintah 
bersih keras menarik pajak berganda ini karena melihat nilai pembiayaan murabahah yang 
lumayan. Lihat saja dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 60 triliun, sekitar 
57% atau Rp 34,2 triliun merupakan pembiayaan akad murabahah. “Jadi, ada potensi pajak 
Rp 3,42 triliun. 
Dirjen pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003, tanggal 
10 Maret 2013. Dirjen Pajak memberi penegasan bahwa kegiatan transaksi Murabahah 
tidak termasuk dalam jenis usaha jasa dibidang perbankan karena kegiatan tersebut 
dilakukan berdasarkan prinsip jual-beli barang, maka kegiatan pembiayaan Murabahah 
termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan nilai. Pada 
prinsipnya murabahah merupakan jual beli, jual beli ini berlangsung ketika ada permintaan 
dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu 
selanjutnya bank menjualnya kembali kepada pemesan dengan harga aslinya lalu ditambah 
dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh pemesan. 
Sedangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 
36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah 
Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Perumahan Lainnya Yang Atas 
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN telah mengakomodasi jenis transaksi 
Murabahah (syariah). Yaitu, pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pembebasan 
tersebut berlaku juga bagi pembiayaan yang berprinsip syariah. Namun, pada akad 
pembiayaan murabahah ini dipungut PPN karena dianggap sebagai jual beli pada entitas 
umumnya dan bukan merupakan jasa pembiayaan.  
Permasalahan saat pengenaan pajak di lapangan ini mengakibatkan beberapa bank 
syariah di dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk Murabahah 
mengalami inkonsistensi peraturan yang menimbulkan permasalahan pajak berganda. Di 
mana, inkonsistensi aturan ini menyebabkan bank Syariah harus menjual produk 
Murabahah lebih mahal untuk mendapat tingkat keuntungan yang sama dengan 
pembiayaan bank konvensional dan bila bank syariah tidak mampu menjual produk 
Murabahah lebih mahal bank tidak akan mampu mendapatkan tingkat keuntungan yang 
sama dengan pembiayaan pada bank konvensional yang nantinya membuat bank syariah 
dapat merugi. 
Merujuk pada UU Nomor 42/2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Murabahah sejatinya telah dihapuskan, aturan ini baru efektif April 2010. Namun, 
penghapusan ini hanya bersifat kasuistis, menurut KBBI kasuistis diartikan untuk sesuatu 
hal pada suatu waktu tertentu. Di mana, ini berarti bank syariah dengan transaksi 
murabahahnya masih harus berkewajiban membayar tagihan pajak tahun – tahun 
sebelumnya. Inilah alasan mengapa bank syariah saat ini memiliki tunggakan pajak yang 
besar. 
Jika dalam penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) murabahah yang bersifat 
kasuistis bank-bank syariah tetap harus membayar tunggakan pajaknya pada tahun-tahun 
sebelumnya, hal ini akan berakibat meruginya bank-bank syariah, selain itu juga akan 
berdampak menurunya nilai asset yang dimiliki. Sebab dari nilai transaksi yang dilakukan 
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oleh bank-bank syariah, sekitar 80 persen diantaranya adalah transaksi Murabahah. 
Menurunnya nilai aset, akan berdampak pada menurunya jumlah tranksaksi pembiayaan, 
menurunya jumlah transaksi pembiayaan akan menurunya keuntungan/profit yang 
diperoleh. Hal ini akan menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia. 
Dari latar belakang di atas, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam tentang 
ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas permasalahan Pajak Berganda & 
perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas permasalahan pajak berganda yang ada 
dalam transaksi murabahah pada Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah lain di 
Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah di bahas maka penulis mengambil topik 
mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Permasalahan Pajak 
Berganda Dalam Transaksi Murabahah Pada Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia 
(Studi Kasus BNI Syariah). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Permasalahan Pajak 
Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada Bank BNI Syariah? 
2. Bagaimana perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas permasalahan pajak 
berganda yang ada dalam transaksi Murabahah pada Bank BNI Syariah dengan Bank 
Syariah lain di Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam 
permasalahan pajak berganda atas transaksi Murabahah pada Bank BNI Syariah. 
2. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 
permasalahan pajak berganda yang ada dalam transaksi Murabahah pada Bank BNI 
Syariah dengan Bank Syariah lain di Indonesia. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori Keadilan Hukum 
John Rawls (1973) Menyatakan gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari 
diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan 
buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau 
sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). 
 
2.2 Syariah Enterprise Theory 
Triyuwono (2012: 355) akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas 
(accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga 
sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Enterprise theory mengandung nilai 
keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggung 
jawaban utamanya kepada Allah SWT.   
 
2.3 Teori Produksi Dalam Ekonomi Islam 
Pandangan ini tersirat dari bahasan ekonomi yang dilakukan oleh Hasan Al Banna. 
Beliau mengutip firman Allah SWT yang mengatakan: “Tidakkah kamu perhatikan 
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sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 
dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (QS. 
Lukman: 20) 
 
2.4 Teori Dasar Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.  
2. Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair dan 
regulerend.  
3. Asas-Asas Perpajakan  
Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2013), 
mengemukakaan 4 (empat) asas yang disebut sebagai four maxims atau four canons 
diantaranya adalah equity, certainty, convenience, dan efficiency. 
4. Sistem Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System, Self 
Assesment System dan With Holding Tax System.  
5. Jenis Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang 
terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak 
subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri 
pajak pusat dan pajak daerah. 
6. Tarif Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016), tarif pajak terdiri dari Tarif Sebanding/Proporsional, 
Tarif Tetap & Tarif Progresif. 
 
2.5 Pajak Dalam Islam 
Menurut Yusuf (2010) Pajak merupakan pembayaran atau iuran yang dibayarkan 
dan disetorkan kepada pemerintah yang nantinya akan dipakai untuk membiayai 
pengeluaran - pengeluaran dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan 
umum. 
 
2.6 Jenis Transaksi Ekonomi yang Dihalalkan dalam Islam 
Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, di mana kegiatan 
ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan 
secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara sesorang dengan orang lain. Tentunya 
ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil 
manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi tersebut 
antara lain adalah: 
1. Jual Beli (Bai’ Al Murabahah) 
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Jual beli atau Bai’ Al Murabahah adalah persetujuan saling mengikat antara 
penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang 
yang dijual) yang dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada 
pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usmani, 1999). 
2. Perkongsian (Syarikat) 
Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk 
bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama. Syarikat 
merupakan salah satu bentuk ta’awun (tolong menolong). 
3. Transaksi dengan Pemberian Kepercayaan 
Transaksi Pemberian Kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai 
penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan. 
4. Hutang Piutang 
Transaksi utang piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang 
(peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan). 
5. Titipan (Wadi’ah) 
Wadi’ah adalah transaksi di mana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya 
untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut.  
6. Transaksi Pemberian/ Perwakilan dalam Transaksi (Wakalah) 
Wakalah adalah pemberian kuasa (mewakilkan) kepada pihak lain untuk 
melakukan sebuah transaksi, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak 
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam 
hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang 
diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang 
disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah 
tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 
 
2.7 Transaksi Murabahah 
Kata Murabahah berasal dari kata ribkhu yang artinya menguntungkan (Ahmad 
Wanson Munawir. 1997: 463). Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan 
harga/ cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur (M. Abdul Mujib, 
et al., 1994: 225). 
 
2.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dipungut 
dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut 
ditanggung oleh konsumen akhir (Online Pajak, 2016). 
 
2.9 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Transaksi Murabahah 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam permasalahan pajak berganda membuat 
pemerintah akhirnya menetapkan UU Nomor 42/2009 mengenai penghapusan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi syariah. Di mana bila sebelumnya terdapat 
inkonsistensi pajak yang membuat terjadinya pajak berganda, namun setelah berlakunya 
UU Nomor 42/2009 pajak berganda tidak lagi ada karena tidak dipungutnya Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
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3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kualitatif 
dengan cara critical review. Secara hasil, pendekatan Kualitatif memberikan panduan yang 
sangat spesifik dan rinci terhadap hasil penelitian yang bersifat transferability Ibrahim 
(2015, h.53). Di mana critical review disini berfungsi memberikan literatur terhadap 
penelitian yang ada melalui studi kepustakaan. 
 
3.2 Jenis Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer & sekunder. Di mana data 
primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya contohnya yaitu 
wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder Studi pustaka yaitu mengumpulkan 
data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaan literatur atau referensi, 
baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-
jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari 
berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada pihak BNI 
Syariah sebagai narasumber dan studi kepustakaan berdasarkan hasil penelitian mengenai 
objek PPN dan Pajak Berganda transaksi Murabahah untuk mengetahui/menganalisis 
objek yang akan diteliti. 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Langkah – langkah dalam menganalisis data menurut Siti Nursolihat (2012) antara 
lain sebagai berikut: 
1. Menetapkan Kriteria 
Kriteria adalah standar atau norma yang menjadi pedoman bagaimana 
seharusnya pihak – pihak di Bank Syariah melakukan aktivitasnya sebagai 
pertanggung jawaban atas wewenang yang dilimpahkan, serta menjadi tolak ukur 
kinerja Bank Syariah sehingga dengan adanya kriteria dapat ditentukan apakah suatu 
kondisi menyimpang atau tidak. Disini Bank BNI Syariah Pangakalan Balai hanya 
sebagai narasumber tidak untuk pengambilan kesimpulan. 
2. Mendeskripsikan Kondisi 
Kondisi adalah tindakan atau kejadian yang sebenarnya terjadi dalam 
pelaksanaan akad Murabahah pada Bank Syariah, untuk menyatakan kondisi, pihak 
Bank Syariah harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan 
material. 
3. Menemukan Penyebab 
Penyebab merupakan seluruh tindakan oprasional dari pengelola organisasi yang 
menimbulkan terjadinya penyimpangan antara target dan realisasi. Semua aktivitas 
atau tindakan tersebut akan diperbandingkan dangan kriteria sehingga dapat diketahui 
apakah kriteria yang ada telah tercapai. Penyebab juga termasuk dalam suatu kondisi 
yang tidak melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari kriteria. 
4. Menyimpulkan Akibat 
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Akibat adalah suatu dampak yang timbul dari akibat dilaksanankannya penyebab 
yang juga hasil perbandingan dengan kiteria dan penyebab. Akibat dapat bersifat 
positif dan negative. Efek dari akibat positif yaitu akibat yang bersifat ekonomis, 
efektif, efisien, sedangkan negatifnya yaitu akibat bersifat inefisien, inefektif, dan 
pemborosan. Proses ini diakhiri dengan pemberian rekomendasi yang digunakan 
untuk perbaikan kepada pihak Bank Syariah dan Pemerintah selaku Regulator. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, BNI sebagai Bank pertama yang 
secara resmi dimiliki Negara RI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan 
layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank 
pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum 
dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus 
perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak.  
Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai 
bermunculan yang pada akhirnya mendorong BNI membuka layanan perbankan yang 
sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan 
layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. 
 
4.2 Hasil Pembahasan  
4.2.1 Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Permasalahan 
Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada Bank BNI Syariah 
  Indikator yang mendasari terjadinya pajak berganda akibat dari inkonsistensi 
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini ialah di mana Murabahah sendiri 
dalam prinsipnya merupakan jual beli, ada penjual dan ada pembeli seperti entitas 
pada umunya. Sedangkan diperbankan sendiri inti bisnisnya ialah jasa pembiayaan, 
di mana jasa pembiayaan sendiri tidak dipungut PPN / dibebaskan dari PPN oleh 
Pemerintah.  
  Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 
36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, 
Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Perumahan 
Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN telah 
mengakomodasi jenis transaksi murabahah (syariah). Yaitu, pada pasal 2 ayat 1 
yang menyebutkan bahwa pembebasan tersebut berlaku juga bagi pembiayaan 
yang berprinsip syariah. Namun, pada akad pembiayaan murabahah ini dipungut 
PPN karena dianggap sebagai jual beli pada entitas umumnya dan bukan 
merupakan jasa pembiayaan.  
Sedangkan, dirjen pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-
243/PJ.53/2003, memberi penegasan bahwa kegiatan transaksi murabahah tidak 
termasuk dalam jenis usaha jasa dibidang perbankan karena kegiatan tersebut 
dilakukan berdasarkan prinsip jual – beli barang, maka kegiatan pembiayaan 
murabahah termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan 
nilai.  
Pertentangan peraturan dalam hal ini membuat terjadinya inkonsistensi 
pajak yang mengakibatkan perlakuan pajak yang salah sehingga menimbulkan 
pajak berganda saat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlangsung. Hal 
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ini yang membuat Bank Syariah mengajukan permohonan penghapusan Pajak 
Pertambahan Nilai kepada Pemerintah karena dianggap memberatkan pihak Bank 
maupun Nasabah yang pastinya akan membayar lebih untuk kesepakatan didalam 
akad murabahah ini. 
Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 
April 2010 telah memberikan netralitas dalam pengaturan perpajakan, bagi 
keuangan syariah termasuk transaksi murabahah. Hal ini terbukti dengan 
ditambahnya satu huruf pada pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009, 
mengenai yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak terdapat penambahan 
satu huruf, yaitu huruf “h” yang menyebutkan mengenai: “Penyerahan Barang 
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang 
dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung 
dari Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan Barang kena Pajak”. 
Peraturan Mentri Keuangan No 251/PMK.011/2010 menetapkan bahwa 
Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi murabahah ditanggung pemerintah atas 
transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010. Namun, sebelum 
tanggal 1 April 2010 akad murabahah dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari PMK tearsebut dapat 
disimpulkan bahwa sebelum 1 April 2010 jika bank tidak mengeluarkan faktur 
pajak maka bank akan dikenakan sanksi dan harus membayar tanggungan 
pajaknya. 
Di mana bila sebelumnya terdapat inkonsistensi pajak yang membuat 
terjadinya pajak berganda, namun setelah berlakunya UU Nomor 42/2009 pajak 
berganda tidak lagi ada karena tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
yang menimbulkan pajak berganda dalam perlakuannya pada transaksi 
Murabahah. 
Namun, setelah diterbitkannya undang-undang baru tahun 2009, tentang 
penghapusan pajak berganda atas akad murabahah, pengenaan satu kali pajak 
(single tax) sangat mengembangkan bisnis bank syariah. Mengutip data statistik 
perbankan Indonesia, transaksi murabahah mencapai Rp 26,53 triliun atau 56% 
dari seluruh transaksi perbankan syariah yang mencapai Rp 47,14 triliun.  
 
“...Untuk Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Murabahah sudah dihapusakan 
menurut ketetapan pemerintah didalam UU Nomor 42/2009, jadi tidak terdapat lagi 
pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai di dalam transaksi Murabahah kami 
hanya yang dikenai pajak atas transaksi ini ialah margin atau selisih keuntungan 
yang telah disepakati diawal transaksi Murabahah...” 
(Wawancara, Wahyu Adiansyah, 08 November 2017) 
 
  Merujuk pada UU Nomor 42/2009 yang telah dibahas diatas, dalam 
penerapan akad murabahah pada Bank BNI Syariah saat ini tidak lagi dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana seperti seharunya. Hanya yang menjadi 
objek pajak dalam transaksi ini yaitu margin atas transaksi murabahah tersebut, 
jadi pihak Bank Syariah tidak lagi diberatkan dalam menjalankan transaksi 
murabahah serta tidak lagi diberatkan dengan permasalahan kemungkinan 
timbulnya permasalahan Pajak Berganda.  
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4.2.2 Analisis Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Ada Dalam 
Transaksi Murabahah Pada Bank BNI Syariah Dengan Bank Syariah Lain 
Dalam perbandingan analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada 
dalam transaksi murabahah pada bank BNI syariah & Bank Muamalat tidak 
terdapat perbedaan dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada baik 
sebelum perlakuan UU Nomor. 42/2009 maupun sesudah perlakuan UU Nomor 
42/2009. Di mana perlakuan transaksi murabahah yang asalnya menggunakan 
skema transaksi murabahah yang memberlakukan PPN seperti pada entitas 
perdagangan umunya, sekarang jadi menggunakan skema pembiayaan murabahah 
yang termasuk ke dalam jasa pembiayaan bank yang dibebaskan dari PPN. 
Namun, perbedaan dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bank 
BTN Syariah berbeda dengan bank BNI syariah & Bank Muamalat karena akad 
murabahah yang ada di Bank BTN Syariah KCS Malang hampir sama dengan 
pembiayaan yang ada di bank konvensional, di mana dalam akad murabahah 
ternyata hanya dikenakan satu kali PPN saja sebelum dan sesudah UU No. 42 tahun 
2009 karena pemberian wakalah/perwakilan di mana bank memberikan kuasanya 
kepada nasabahnya untuk membeli sendiri barang kepada penjual. Jadi, bank tidak 
mengalami perpindahan dua kali atas kepemilikan barangnya sehingga tidak terjadi 
pengenaan pajak dua kali. 
Berikut dapat kita lihat pada Tabel 4.2 perbandingan implementasi 
perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas permasalahan pajak 
berganda yang terjadi  sebelum dan sesudah UU No. 42 Tahun 2009. 
 
Tabel 4.2 
Perbandingan Implementasi Sebelum – Sesudah UU No. 42 th. 2009 Tentang 
Penghapusan Pajak Berganda 
 
No. Keterangan Sebelum UU 42/2009 Sesudah UU 42/2009 
1. Perbedaan Pengertian 
Murabahah merupakan 
entitas perdagangan 
Murabahah merupakan 
jasa pembiayaan bank 
2. Penerapan Transaksi 
Skema Transaksi 
Murabahah 
Skema Pembiayaan 
Murabahah 
3. 
Dasar Undang – 
Undang 
Surat edaran dirjen 
pajak No. S-
243/Pj.53/2003 
UU No. 42 Tahun 2009 
4. Penerapan PPN Memungut PPN Tidak Memungut PPN 
5. 
Implementasi Pajak 
Berganda 
Terdapat 2x Pengenaan 
Pajak (Double Tax) 
Tidak terdapat pajak 
berganda (Double tax) 
 
Perbedaan pengertian mengenai murabahah yang pada inti transaksinya 
merupakan jasa pembiayaan bank yang bebas dari PPN namun dianggap sebagai 
entitas perdagangan karena prinsip jual beli yang dipakai pada transaksi 
murabahah yang termasuk kedalam objek pajak. Pada awalnya bank syariah yang 
ada menggunakan skema transaksi murabahah yang dalam penerapannya terdapat 
dua kali transaksi didalamnya yakni saat Bank membeli kepada pejual/supplier 
kemudian saat Bank menjual kepada Nasabah yang nantinya juga pada marginnya 
akan dikenakan kembali pajak, setelah berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 
sekarang jadi menggunakan skema pembiayaan murabahah yang termasuk ke 
dalam jasa pembiayaan bank yang dibebaskan dari PPN. Implementasi dari 
perbaikan UU yang dilakukan pemerintah ini terbukti efektif dalam menangani 
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permasalahn pajak berganda yang ada sehingga tidak terdapat lagi pajak berganda 
dalam transaksi murabahah yang ada. 
 
 
5.KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penerapan akad Murabahah pada Bank BNI Syariah saat ini tidak lagi 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana seharunya. Hanya yang menjadi objek 
pajak dalam transaksi ini yaitu margin atas transaksi murabahah tersebut, jadi pihak Bank 
BNI Syariah tidak lagi diberatkan dalam menjalankan transaksi murabahah serta tidak lagi 
diberatkan dengan permasalahan kemungkinan timbulnya permasalahan Pajak Berganda. 
Di mana dalam setiap transaksi syariah yang ada harus mengandung nilai keadilan, 
kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggung jawaban 
utamanya kepada Allah SWT.  
Jadi, dalam perbandingan analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada dalam 
transaksi murabahah pada bank BNI syariah & Bank Syariah lainnya tidak terdapat 
perbedaan dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada baik sebelum 
perlakuan UU Nomor. 42/2009 maupun sesudah perlakuan UU Nomor 42/2009. Di mana 
perlakuan transaksi murabahah yang asalnya menggunakan skema transaksi murabahah 
yang memberlakukan PPN seperti pada entitas perdagangan umunya, sekarang jadi 
menggunakan skema pembiayaan murabahah yang termasuk ke dalam jasa pembiayaan 
bank yang dibebaskan dari PPN. 
 
5.2 Saran 
Sebagai penutup dari penulisan ini, penulis memberikan saran – saran yang 
kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca maunpun peneliti selanjutnya yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya di harapkan lebih mampu untuk memaparkan ilmplementasi 
yang terjadi dari adanya perbaikan UU oleh pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan pajak berganda yang ada dalam transaksi murabahah bank syariah. 
2. Selain untuk pembelajaran dalam memahami perlakuan pajak dalam transaksi 
murabahah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi i’tibar (renungan) bagi umat 
Islam saat ini, terutama bagi pejabat - pejabat pajak, DPR atau penguasa dalam 
penerapan maupun pemungutan pajak harus adil dan benar dalam pelaksanaannya. 
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